
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1511, 2018 KEMENKO-PMK. Standar Operasional Prosedur 

Layanan Informasi Publik. 

 

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 

DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN  2018 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN 

MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN 

KEBUDAYAAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, dan 

Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu 

menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan 

Informasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebagai 

bagian dari sistem informasi dan dokumentasi; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan tentang Standar Operasional Prosedur 

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846); 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 5053); 

  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 5071); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 5149; 

  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 10); 

  8. 

 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Standar Layanan Infromasi Publik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 

  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

649); 

  11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
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Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700); 

    

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI 

PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR  

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud 

dengan :  

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan 

tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik 

data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, 

didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai 

kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik 

atau nonelektronik. 

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan yang berkaitan dengan penyelenggara 

dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara 

dan penyelenggaraan Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan lainnya, yang 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi 

lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

3. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan 

yang dibuat dan/atau diterima oleh Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
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Kebudayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, 

baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun 

terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, 

dibaca atau didengar. 

4. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, 

catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau 

diterima oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

5. Akses Informasi Publik adalah kemudahan yang 

diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk 

memperoleh informasi publik yang dibutuhkan. 

6. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan 

dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok 

dan fungsi organisasi serta kategori informasi. 

7. Pengelolaan Informasi dan Dokumen adalah proses 

penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, 

penggunaan, dan penyajian informasi dan dokumen 

secara sistematis.  

8. Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik 

di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang 

selanjutnya disebut Standar Operasional Prosedur 

Layanan Informasi Publik adalah pedoman pengelolaan 

informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan dalam rangka penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan 

informasi publik. 

9. Pelayanan Informasi Publik adalah jasa yang diberikan 

oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan kepada masyarakat pemohon 

atau pengguna informasi publik.  

10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama 

yang selanjutnya disebut PPID Utama adalah pejabat 

yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan 

informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang 
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Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

11. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Utama yang selanjutnya disebut Atasan PPID Utama 

adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat 

yang bersangkutan. 

12. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja 

yang selanjutnya disebut PPID Unit Kerja adalah pejabat 

yang membantu PPID Utama dalam melaksanakan 

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau 

pelayanan informasi publik di lingkungan unit kerja. 

13. Petugas Pelayanan Informasi Publik adalah petugas yang 

membantu PPID Unit Kerja dalam melaksanakan tugas, 

tanggung jawab dan wewenangnya. 

14. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau 

badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan 

informasi publik. 

15. Sekretariat adalah unit yang membantu PPID Utama 

dalam bidang pengelolaan,pelayanan, pendokumentasi 

dan penyimpanan serta penanganan sengketa informasi 

publik. 

16. Menteri adalah Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

17. Kementerian adalah Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

 

BAB  II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

(1) Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik 

dimaksudkan sebagai pedoman dalam membangun dan 

mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi serta 

mengelola informasi publik secara baik dan efisien 

sehingga dapat diakses dengan mudah; 

(2) Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik 

bertujuan agar tersedia informasi publik di lingkungan 

Kementerian. 
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